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PEDOMAN TRANSLITERASIARAB-LATIN 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat 
pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T T 
ث Tsa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha H ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Za Z Zet 
س Sin S se 
ش Syin Sy se nad ss 
ص Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) 
 ix 
 
ض Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ apostrof terbaik 
غ Gain G se 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك kaf  K Ka 
ل Lam L Ei 
م Mim M Em 
ن nun  N En 
و Wawu W We 
ه ha  H Ha 
أ Hamzah ‟ Apostrof 
ي ya‟ Y Ye 
Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. 
Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(  ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.Vokal tungggal bahasa Arab yang 
lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
 x 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
  َ  Fathah A A 
  َ  Kasrah I I 
  َ  Dammah U U 
 
Vokal rangkap bahasa Arabyang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 
ي / ا , َ  
 
fathah dan alif 
atau ya 
A a dan garis di 
atas 
ي َِ  kasrah dan ya I i dan garis di 
atas 
و َُ  dammah dan wau  
U 
u dan garis di 
atas 
Tanda Nama Huruf Latin 
Nama 
ي َ  fathah dan ya Ai 
a dan i 
و َ  fathah dan wau Au 
a dan u 
 xi 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 
mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkanta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah  
itu transliterasinya dengan [h]. 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah  atautasydidyang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid ( َّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf يber-tasydiddi akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah( ِي), 
maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam 
ma’arifah).Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, 
baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak 
mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari 
kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (,) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, 
ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata,istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi 
di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur‟an), sunnah,khususdanumum.Namun, bila 
kata-katatersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 
ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafz al-Jalalah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf  Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital 
berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, 
misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan 
huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), 
maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf 
awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 
tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk  
huruf awal dari judul. 
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ABSTRAK 
Nama    :  Oen Aziz 
NIM    :  10400114272 
Judul : Tinjauan Yuridis Kekerasan Terhadap Anak Oleh Guru Studi   
Kasus Putusan Nomor 92/pen.pid.sus/2017/Pn.Pre 
  
Skripsi ini membahas tentang kekerasan dalam dunia pendidikan yang menimpa 
anak didik dalam lingkup dunia pendidikan makin meningkat dan merupakan problem 
sepanjang zaman,apalagi sekarang ini hampir semua media cetak menceritakan kekerasan 
yang terjadi dalam sekolah baik itu kekerasan dalam bentuk fisik, maupun psikis. Dan 
kekerasan seksual.  
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan studi 
dokumentasi kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif  kualitatif 
sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pengaturan hukum terhadap tindak 
pidana kekerasan telah diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP), tetapi jika korbannya adalah anak, maka lebih khusus diatur dalam UU RI No. 
35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak.  
Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana kekerasan 
terhadap anak yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh guru Perkara Pidana 
Nomor 92/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Pre telah sesuai, sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 80 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
pidana penjara terhadap terdakwa guru selama 3 (tiga) bulan dan Menetepkan bahwa 
pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain 
dalam putusan hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 7 (tujuh) 
bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan membebankan kepada terdakwa 
untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).Penjatuhan pidana 
terhadap terdakwa ini dinilai telah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, karena 
dalam hal ini telah dipertimbangkan apa yang menjadi pertimbangan yuridis dan non-
yuridis. Korban kekerasan terhadap salah satu anak didik di salah satu sekolah sma di 
kota pare-pare menjadi tanggung jawab bangsa pengaturan hukum mengenai sanksi 
pidana terhadap palku dan melainkan, melainkan mengatur tentang proses tuntutan 
hukum (hukum formil/acara). 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar belakang Masalah 
Anak ialah anugerah sekaligus amanah yang telah diberikan Allah Swt 
kepada setiap orang tua. Berbagai upaya dilakukan orang tua agar dapat melihat  
anak-anaknya tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Namun seringkali 
harapan tidak sesuai dengan kenyataan, entah karna terhambatnya komunikasi 
atau minimnya pengetahuan kita selaku orang tua tentang bagaimana agama Islam 
memberikan tuntunan dan pedoman tentang memperlakukan anak sesuai dengan 
proporsinya. 
Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk tindakan menyakitkan 
secara fisik atau emosional, penyalahgunaan seksual, trafiking, penelantaran, 
eksploitasi yang mengakibatkan cidera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap 
kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat 
anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau 
kekuasaan. 
Kekerasan terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan dimana saja 
termasuk pada saat di rumah, di tempat bermain bahkan di sekola. Padahal 
sekolah merupakan tempat dimana anak menerima pendidikan moral, etika dan 
akademik, bahkan menjadi rumah kedua bahi anak. Namun, kenyataannya justru 
di sebagian sekolah terjadi kasus kekerasan. Baik yang dilakukan oleh teman, 
senior, guru atau penjaga kebersihan sekolah.  Tidak aneh jika al-Qur‟an 
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menggambarkan perasaan-perasaan orang tua dengan penggambaran yang 
paling indah.Allah jadikan anak itu terkadang sebagai hiasan kehidupan, 
dijelaskan dalam QS. Al-kahfi/18: 46. 
                                  
      
Terjemahnya 
“Harta dan anak-anak ialah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-
amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta 
lebih baik untuk menjadi harapan”.1 
Berpijak dari arahan al-Quran dan petunjuk nabi ini, para pendidik dari 
generasi ke generasi memberikan perhatian tentang pentingnya pendidikan anak.2 
 Mereka berupaya memberikan pengajaran.Bahkan, para orang tua 
berusaha memberikan pendidikan dan guru yang terbaik untuk anak-anak mereka, 
dan memilihkan orang-orang yang mampu mengarahkan dan memberikan mereka 
petunjuk. Sehingga, ketika anak-anak mereka dewasa nanti, mampu melaksanakan 
dan menghasilkan sesuatu yang benar di atas akidah, akhlak, dan pengajaran 
islam. 
Pekerjaan menjadi guru adalah pekerjaan yang mulia, baik ditinjau dari 
sudut masyarakat dan negara begitu pula ditinjau dari sudut keagamaan.Tugas 
seorang guru tidak hanya sebagai pendidik tetapi juga untuk meneruskan dan 
mengembangkan nilai-nilai hidup kepada siswa didiknya.Sebagai guru yang baik 
dan bijaksana harus memenuhi syarat, yang ada dalam undang-undang no.12 
                                                             
1
 Depertemen Agama R.I., al-Quran dan terjemahannya. (Cet II; Semarang: P.T. 
Karya Toha Putra, 1996) 
2
 Dr. Abdullah Nashih „Ulwan, Pendidikan anak dalam islam,(Surakarta: Insan 
Kamil, 2012).h.108. 
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tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah untuk 
seluruh Indonesia. 
Menurut Athiyah sebelum ada islam, system pendidikan terhadap siswa-
siswa adalah system keras dan kasar. Dimana-mana sekolah terdapat cambuk, 
dimana-mana terdapat hukuman yang kejam akan tetapi parah filosof Islam 
kemudian memperingatkan akan bahayanya system ini dalam pendidikan, dan 
hukuman kejam dan sebaliknya menyarankan cara-cara 
lunak,lembut,membenarkan kesalahan-kesalahan siswa-siswa dengan jiwa yang 
halus dan kasih sayang serta menyelidiki pula latar belakang yang menyebabkan 
kekeliruan tersebut dan berusaha untuk memahaminya serta menyatakan kepada 
siswa akan akibat kekeliruan tersebut.dengan demikan mereka menjalani suatu 
bentuk pendidikan yang ideal serta memberantas cara-cara yang kasar dan keras 
dalam pendidikan yang telah dianggap sebagai pembunuh cita-cita, penumpul 
kepintaran dan selanjutnya membawa kepada kehinaan penipuan dan rasa rendah 
diri.3 
Konstitusi Indonesia yang tertinggi, UUD 1945 sebagai norma hukum 
tertinggi telah menggariskan bahwasanya “setiap warga berhak atas kelangsungan 
hidup,tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi.” Dengan dicantumkan hak warga tersebut di dalam batang tubuh 
konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dengan perlindungan hak warga 
merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam 
kenyataan sehari-hari. Hak warga adalah bagian dari hak asasi manusia yang 
                                                             
3M. Athiyah Al-Abrosi, Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam, (Jakarta; PT. Bulan 
Bintang,1993.)h.20-21. 
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wajib dijamin,dilindungi,dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, 
pemerintah dan negara.4 
 Dapat kita ketahui bahwa peristiwa yang mencoreng dunia pendidikan 
tersebut tidak berdiri sendiri.Setidaknya, ada dua hal yang diduga menjadi latar 
belakang penganiayaan itu terjadi. 
 Pertama, proses belajar yang hanya menjadi kebutuhan guru dibanding 
siswa. “Sehingga, ketika siswa menganggap proses belajar itu tidak menjadi 
kebutuhannya, maka dia tidak memerhatikan guru yang mengajar,”. 
Kedua, pola pengasuhan keluarga terhadap anak didik tersebut. Ketika 
didikan keluarga sangat keras, akan melahirkan pribadi atau orang yang keras 
pula. Nah, peristiwa kekerasan itu muncul ketika ada momentum dari siswa 
tersebut untuk melampiaskan kekesalannya.Kenyataannya di lingkungan sekolah 
masih banyak tindak kekerasan yang dilakukan guru terhadap anak murid, 
dampak sanksi hukum atas kekerasan guru terhadap anak belum memberikan efek 
jerah kepada para pendidik di lingkungan sekolah. 
Timbul pertanyaan di masyarakat, apakah ada cara lain menghukum dan 
mendisiplinkan siswa selain dengan kekerasan namun mempunyai efek jera? 
Dengan cara kekerasan pun, seorang anak khususnya dilingkungan sekolah 
tersebut, dan bagaimana pula perlindungan anak dalam menanggulangi kekerasan 
terhadap anak khususnya di lingkungan sekolah? Sangat menarik jika dikaji lebih 
mendalam tentang hal ini dan dengan dilatar belakangi oleh pembicaraan-
pembicaraan awal tersebut,Seperti dalam hal ini jika terjadi kekerasan terhadap 
                                                             
4M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum,(Cet II.Jakarta; Sinar Grafika, 
2013). h . 11-12. 
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anak, maka pelaku akan dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, maka menjadi penting dan sangat menarik bagi penulis untuk 
meneliti masalah ini dan mentransformasikan permasalahan tersebut kedalam 
skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Kekerasan Terhadap Anak Oleh 
Guru (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare.Nomor 
92/Pen,Pid,Sus/2017.PN.Pre)” 
1. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
a. Focus Penelitian 
Dalam Penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitiannya pada 
Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan yang dilakukan Oleh Guru. 
b. Deskripsi focus 
Untuk mendapatkan gambaran dan memudahkan pemahaman serta 
memberi persepsi yang sama antara penulis dengan pembaca dan 
memperjelas mengenai judul yang dimaksud, maka penulis terlebih 
dahulu mengemukakan pengertian yang sesuai dengan variable yang ada 
dalam skripsi ini, sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam 
pembahasan selanjutnya. Adapun istilah yang digunakan yaitu: 
1) Tinjauan ialah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk 
memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, 
mempelajari, dan sebagainya).5 
                                                             
5
 Depertemen Pendidikan Nasional,Kamus Besar Indonesia (Jakarta: PT, 
Grahamedia Pustaka Utama, 2012) h. 1470. 
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2) Yuridis adalah berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut 
hukum atau dari segi hukum.6 
3) Hukum adalah menurut KBBI, hukum merupakan peraturan atau 
adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dilakukan oleh 
penguasa atau pemerintah; keputusan (pertimbangan) yang 
ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan).7 
4) Anak adalah (jamak: Anak-anak) seorang lelaki atau perempuan 
yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga 
merupakan keturunan kedua, dimana kata “Anak” merujuk pada 
lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua 
mereka, meskipun mereka telah dewasa.”8 
5) Kekerasan adalah perilaku atau perbuatan yang terjadi dalam relasi 
antar manusia, baik individu maupun kelompok, yang dirasa oleh 
salah satu pihak sebagai satu situasi yang membebani, membuat 
berat, tidak menyenangkan, tidak bebas.9 
6) Guru adalah sosok manusia yang patut digugu dan ditiru,”digugu” 
dalam arti, segala ucapannya dipercayai “ditiru” dalam arti, segala 
                                                             
6M. Marwan dan Jimmy P., Kamus Hukum (Surabaya:Reality Publisher, 2009) 
h.651. 
7
 Retno Listiarti dan Setiadi , pend.kewarganegaraan (Jakarta: Erlangga,2008) 
h.47. 
8
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa 
(Cet IV Jakarta: PT, Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.27  
9
 A. Nunuk P. Murniati, Getar Gender (Magelang: Indonesia Tera, 2004), h.222. 
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tingkah lakunya harus dapat menjadi contoh atau teladan bagi 
masyarakat.10 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok pada 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum oleh hakim dalam putusan Nomor 92/Pen. 
Pid. Sus/2017. PN.Pre. tentang kekerasan guru terhadap anak.? 
2. Bagaimanakah Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 92/Pen. Pid. 
Sus/2017. PN.Pre. tentang kekerasan guru terhadap anak.? 
C .Tujuan dan Kegunaan penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui penerapan hukum oleh hakim tentang pendidikan 
terhadap anak. 
b. Untuk mengetahui  pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 
92/Pen. Pid. Sus/2017. PN.Pre di Pengadilan Negeri Pare-Pare. 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitianiniadalah sebagai berikut : 
a. KegunaanTeoritis 
Memberikan wawasan dan diharapkan menjadi referensi acuan bagi 
dunia pendidikan mengenai Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum 
Terhadap Anak. 
                                                             
10
 Usin S, Artyasa, Membangun Guru Berkarakter, (Bandung: Humaniora, 2012) 
h. 31 
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b. KegunaanPraktis 
1) Sebagai pemenuhan syariat untuk menyelesaikan program studi S1 
dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Islam 
Negeri Makassar. 
2) Memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai Tinjauan 
Yuridis Perlindungan Hukum Anak Terhadap Kekerasan yang 
dilakukan Oleh Guru. 
Sebagai sarana alternative penulis untuk menyalurkan ilmu yang telah 
diperoleh selama menjadi mahasiswa dan mengembangkannya sebagai sebuah 
karya tulis yang 
bermanfaat. 
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 BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 
Tinjauan yuridis terdiri dri dua kata yaitu “tinjauan” dan “yuridis”. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian tinjauan yaitu “mempelajari 
dengan cermat, memeriksa (untuk memahami); pandangan; pendapat (sesudah 
menyelidiki, mempelajari, dan sabagainya).”11 
Menurut Kamus Hukum ialah, kata “yuridis”berarti menurut hukum atau 
dari segi hukum.12Istilah “yuridis” berasal dari bahasa Inggris “yuridicial” yang 
biasa disinonimkan dengan arti kata hukum atau normatif. Jadi, tinjauan yuridis 
berarti kajian atau analisis suatu masalah yang berdasarkan hukum dan 
perundang-undangan.Tinjauan yuridis dapat pula berarti mempelajari dengan 
cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah 
menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) menurut hukum atau dari segi hukum. 
1.   Pengertian Tindak Pidana 
Ada banyak istilah terkait dengan adanya tindak pidana.Ada yang 
menggunakan istilah “delik”, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu delictum. 
Dalam bahasa Jerman dan Belanda, digunakan dengan istilah delict.Sedangkan 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan oleh 
Indonesia, bersumber dari Wetboek Van StrafrechtNetherland, maka pembentuk 
Undang-Undang menggunakan dengan istilah strafbaar feit  untuk menyebutkan 
                                                             
11Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,, h. 1470.  
12M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum ,.,h. 651.  
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apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Istilah strafbaar feit, terdiri atas 
tiga unsur kata, yaitu straf, baar, dan feit.Straf diartikan sebagai pidana dan 
hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh, dan feit diartikan sebagai tindak, 
peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.Jadi istilah strafbaar feit adalah peristiwa 
yang membuat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.13Para pakar asing 
hukum pidanakemudian telah mendefinisikan strafbaar feit menurut 
pandangannya masing-masing. 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur 
tentang tentang adanya tindak pidana. 
Dan menurut Moeljatno “Tindak Pidana ialah  perbuatan yang telah 
dilarang oleh adanya aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) 
yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang telah melanggar larangan 
tersebut”. 
Untuk mengetahui akanadanya tindak pidana, maka pada umumnya 
dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana tentang 
perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam 
rumusan tersebut ditentukan adanya beberapa unsur atau syarat-syarat yang 
menjadi ciri atau sifat khas dari larangan yang tadi sehingga dengan jelas dapat 
dibedakan dari perbuatan lain yang sudah tidak dilarang. Perbuatan pidana 
menunjuk kepada sifat perbuatannya saja,yaitu dapat dilarang dengan adanya 
ancaman pidana kalau dilanggar. 
                                                             
13Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, (Yogyakarta:Rangkang Education,,2012), 
h. 019.  
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Menurut simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) ialah : 
a. Perbuatan manusia (positif atau negative,berbuatmaupun tidak berbuat 
atau membeiarkan). 
b. Unsur diancam dengan pidana (statbaar gesteld) 
c. Unsur melawan hukum (onrechtmatig) 
d. Unsur dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand) Oleh 
orang yang siap bertanggung jawab (toerekeningsvatoaar person). 
Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari 
tindak pidana (strafbaar feet) 
1).Unsur Objektif: 
a. Akibat yang telah kelihatan dari perbuatan itu. 
b. Mungkin adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti 
dalam Pasal 281 KUHP sifat openbaar””atau”dimuka umum”. 
2).Unsur Subjektif: 
a. Perbuatan orang 
b. Adanya kesalahan (dollus atau culpa). 
c. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. 
3.   Pengertian tindak pidana kekerasan 
Secara harfiah perkataan tindak pidana dapat di terjemahkan sebagai 
sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Akan tetatpi, diketahui bahwa 
yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan 
kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.14 
                                                             
14P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, h. 181 
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Didalam KUHP tidak ada diberikan pengertian khusus mengenai apa yang 
telah dimaksud dengan kekerasan, namun dalam Pasal 89 KUHP disebutkan juga 
bahwa: 
Melakukan kekerasan itusama artinya mempergunakan tenaga atau dengan 
kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan 
tangan atau dengan segala macam senjata yang keras, menyepak, menendang, dan 
sebagainya. Yang disamakan juga dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini 
adalah : membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya/ tidak bias apa-
apa(lemah).15 
Yang dimaksud dengan “pingsan” dalam Pasal 89 KUHP berarti tidak 
ingat atau tidak sadar akan dirinya sendiri. Sedangkan “tidak berdaya” berarti 
tidak mempunyai kekuatan atau lemah fisik atau tidak mempunyai tenaga sama 
sekali, sehingga tidak dapat pula mengadakan perlawanan sedikitpun, namun 
orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang telah terjadi atas 
dirinya. 16 
Pengertian kekerasan dalam konteks anak ini yang berhadapan langsung 
dengan hukum menurut Pasal 1 angka 16 dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 35 pada Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 padaTahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berarti: 
Setiap perbuatan yang dilakukan terhadap Anak yang berakibat timbulnya 
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran 
                                                             
15R. Susilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Bogor:Politea, 1995), h. 98.  
16R. Susilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) h. 98 
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termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 
kemerdekaannya secara melawan hukum.17 
Tindak pidana kekerasan menurut ahli kriminologi yang telah 
dikemukakan oleh Stephen Schafer ialah “kejahatan kekerasan yang utama yaitu 
pembunuhan, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan.18 
Kekerasan ialah menurut kitab Undang-undang (KUHP)  didalam Bab IX 
pasal 89 KUHP dinyatakan menurut para Ahli. 
4. Bentuk-bentuk kekerasan 
Dalam kehidupan nyata di masyarakat,kita juga sering dapat menjumpai 
berbagai tindak kekerasan yang telah dilakukan oleh anggota masyarakat yang 
satu terhadap anggota masyarakat yang lain misalnya pembunuhan, penganiayaan, 
intimidasi, pemukulan, fitnah, pemerkosaan dll. Dari bentuk kekerasan itu sendiri 
dapat digolongkan menjadi dua yaitu kekerasan langsung dan kekerasan tidak 
langsung ; 
a. Kekerasan langsung (direct violent) 
Ialah suatu bentuk kekerasan yang dapat dilakukan secara langsung 
terhadap pihak-pihak yang ingin dicederai atau dilukai. Bentuk 
kekerasan ini cenderung dengan adanya pada tindakan-tindakan, 
seperti melukai orang lain dengan secara sengaja, membunuh orang 
lain, menganiaya, dan memperkosa orang lain. 
b. Kekerasan tidak langsung (indirect Violent) 
                                                             
17Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hlm. 3.  
18Mulyana W. Kusuma, Kriminologi Dan Masalah Kejahatan, (Bandung: Armico, 1984), 
hlm.24. 
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Ialah suatu bentuk kekerasan yang dapat dilakukan seseorang terhadap 
orang lain melalui sarana. Bentuk kekerasan ini cenderung dengan 
adanya pada tindakan-tindakan, seperti mengekang, meniadakan atau 
mengurangi hak-hak kemauan seseorang, mengintimidasi, memfitnah, 
maupun perbuatan-perbuatan lainnya. Misalnya terror bom yang 
dilakukan para teroris untuk mengintimidasi pemerintah supaya lebih 
waspada lagiakan bahaya yang dilakukan oleh berbagai pihak asing 
terhadap negara kita. 
5. Sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan kekerasan fisik 
Sanksi pidana bagi orang yang melakukan kekerasan fisik telah ditentukan 
dalam dalam pasal 44 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan 
kekerasan dalam rumah tangga.penggolongan sanksi pidana dalam pasal 44 ini 
tergantung pasa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh 
pelaku. Ada empat akibat yang di timbulkan dari kekerasan fisik, yang meliputi: 
a. Rasa sakit; 
b. Jatuh sakit atau luka berat; 
c. Matinya korban; dan 
d. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan. 
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6. Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan  
Mengenai kekerasan juga tidak diatur di dalam satu bab saja khusus di 
dalam KUHP, melainkan juga terpisah-pisah di dalam beberapa bab. Kualifikasi 
kekerasan itu dapat digolongkan sebagai berikut:  
a. Kejahatan kepada nyawa orang lain (Pasal 338-350 KUHP)  
b. Kejahatan penganiayaan orang lain (Pasal 351-358 KUHP)  
c. Kejahatan melakukan seperti pencurian, penodongan, perampokan 
(Pasal365 KUHP)  
a. Kejahatan terhadap tindak kesusilaan (Pasal 285 KUHP) Kejahatan yang 
telah menyebabkan kematian atau juga luka karena kealpaan (Pasal 359-
367 KUHP)  
B. Tindak Pidana Penganiayan 
1. Pengertian Tindak PidanaPenganiayaan 
Di dalam KUHP, penganiayaan juga merupakan istilah yang dipakai 
untuk tindak pidana terhadap tubuh seseorang. Namun, Undang-Undang tidak 
pula memberikan ketentuan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan juga 
“penganiayaan” (mishandeling) itu. Menurut yurisprudensi, yang diartikan juga 
penganiayaan yaitu “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak 
(penderitaan), rasa sakit, ataupun luka.”19 
 
 
 
                                                             
19R. Susilo,KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)., h. 245.  
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2.  Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan 
Tindak pidana penganiayaan diatur pula di dalam BAB XX Buku ke II 
Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP, yang kemudian dapat digolongkan 
juga menjadi 5 jenis, yaitu:20 
a. Penganiayaan biasa pada(Pasal 351 KUHP) 
Pasal 351 KUHP, merumuskan: 
1) Penganiayaan dapat dihukum dengan hukuman penjara selama-
lamanya dua tahun delapan bulan atau denda dengan sebanyak-
banyaknya Rp 4.500,-. 
2) Jika perbuatan itu dapat menjadikan luka berat, sipelaku maka 
dihukum dengan penjara selama-lamanya lima tahun. 
3) Jika perbuatan itu dapat menjadikan mati seseorang, maka dia 
dihukum dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun.  
4) Dengan penganiayaan yang disamakan rusaknya kesehatan oranglain 
dengan secara sengaja. 
5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini maka tidak dapat dihukum. 
21
 
b.  Penganiayaan Ringan pada (Pasal 352 KUHP) 
 Pasal 352 KUHP, merumuskan:  
1) Selain dari pada apa yang telah tersebut di dalam pasal 353 dan 356, 
maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit itu atau halangan 
                                                             
20R. Susilo,KITAB UNDANG-UDANG HUKUM PIDANA (KUHP).,h. 244-247.  
21
 Pasal351 3Kitab Undang-Undang HukumPidana (Grahamedia 
press,2015),h.0571 
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untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai bentuk penganiayaan 
ringan, maka dihukum dengan penjara selama-lamanya tiga bulan 
atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,- . Hukuman ini boleh juga 
ditambah dengan sepertiganya, apabila, kejahatan itu dilakukan 
terhadap orang yang sedang bekerja padanya atau yang ada 
dibawah/didalam perintahnya. 
2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat pula dihukum. 22 
c. Penganiayaan Berencana pada (Pasal 353 KUHP) 
Pasal 353 KUHP, merumuskan: 
1) Penganiayaan yang telah dilakukan maupun direncanakan terlebih 
dahulu maka dihukum dengan penjara selama-lamanya empat 
tahun. 
2) Jika perbuatan itu menjadikan adanya luka berat, sipelaku 
dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. 
3) Jika perbuatan itu menjadikan adanya kematian orang tersebut, 
sipelaku maka dihukum dengan penjara selama-lamanya sembilan 
tahun. 23 
d. Penganiayaan Berat pada(Pasal 354 KUHP) 
Pasal 354 KUHP, merumuskan: 
1) Barangsiapa yang dengan sengaja melukai dengan berat orang lain, 
dihukum karena menganiaya berat, maka hukumandengan  penjara 
selama-lamanya delapan tahun. 
                                                             
22
 Pasal352 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Grahamedia press,2015),h.0571-0572 
23
 Pasal353 3 Kitab Undang-Undang Hukum (Grahamedia press,2015),h.572 
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2) Jika perbuatan itu dapat menjadikan kematian bagi orang lain, maka 
sipelaku dihukum dengan penjara selama-lamanya sepuluh tahun.24 
e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)  
Pasal 355 KUHP, merumuskan: 
1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih 
dahulu,maka sipelaku dihukum dengan penjara selama-lamanya dua 
belas tahun. 
2) Jika perbuatan itu dapat menyebabkan adanya kematian orang 
tersebut, maka pelaku dihukum dengan penjara selama-lamanya lima 
belas tahun. 25 
f. Penganiayaan Terhadap Orang-orang yang Mempunyai kualitas Tertentu 
(Pasal 356 KUHP)  
Pasal 356 KUHP, merumuskan:  
Hukuman yang telah ditentukan di dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 
dapat ditambah juga dengan sepertiganya:  
1) Ke-1 juga sipelaku melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, 
bapaknya yang sah, isterinya (suaminya) ataupun anaknya. 
2) Ke-2 jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri 
pada sewaktu atau sebab ia menjalankan tengah mengerjakan yang 
sah. 
                                                             
24Pasal354 3 Kitab Undang-Undang Hukum (Grahamedia press,2015),h.572 
25Pasal355 3 Kitab Undang-Undang Hukum (Grahamedia press,2015),h.572 
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3) Ke-3 jika kejahatan itu dilakukan dengancara memakai bahan yang  
merusakkan jiwa seseorang atau kesehatan orang.  
C. Kekerasan Terhadap Anak 
Dalam hal ini jika terjadi kekerasan terhadap anak, maka pelaku akan 
dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.   
Orang yang dapat melakukan kekerasan atau penganiayaan tersebut 
terhadap anak dapat dihukum berdasarkan:  
Pasal 76C  
Setiap seseorang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, 
menyuruh melakukan perbuatan atau turut serta dalam melakukan Kekerasan 
terhadap Anak.26 
Pasal 80  
1). Setiap Orang yang melanggar ketentuan tersebut sebagaimana yang 
dimaksud di dalam Pasal 76C, maka dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling 
banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).  
2)  Dalam hal Anak yang sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) luka 
berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 
(seratus juta rupiah).  
                                                             
26Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
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3) Dalam hal Anak yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, 
maka pelaku akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 
(lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 
(tiga miliar rupiah).  
4) Pidana ditambah dengan sepertiga dari ketentuan tersebut 
sebagaimana yangdimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 
apabila orang yang melakukan penganiayaan tersebut Orang 
Tuanya.27 
Ancaman pidana di dalam pasal penganiayaan di KUHP itu dan di dalam 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut berlaku bagi mereka 
yang sudah dewasa. Jika pelaku tindak pidana itu adalah anak, maka ancaman 
pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah paling lama setengah 
dari maksimum ancaman pidana penjara itu bagi orang dewasa sebagaimana yang 
telah diatur di dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. 
1. Anak  
Secara biologis anak adalah seseorang yang lahir dari buah perkawinan 
antara seorang laki-laki yang disebut bapak dengan seorang perempuan yang 
disebut ibu, Jadi secara sederhana pengertian anak adalah seseorang yang 
memiliki bapak dan ibu. Pengertian umum seperti ini belum memberikan 
                                                             
27Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
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gambaran tentang hakikat seseorang yang disebut anak yang dapat diberikan 
perlindungan hukum.28 
Padahal hakikat istilah anak adalah orang yang rentan terhadap perilaku 
atau perlakuan tidak wajar (kekerasan dan diskriminatif) yang dilakukan oleh 
orang dewasa. 
Berdasarkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak ialah 
keturunan kedua atau manusia yang masih kecil.29 
Menurut di dalam Undang-Undang Nomor 4 pada Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak, “anak ialah potensi serta juga penerus cita-cita bangsa yang 
dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya”.30 Sedangkan dalam 
Undang-Undang Nomor 3 pada Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dijelaskan 
bahwa:   
Anak ialah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya 
manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa ini, 
yang memiliki peranan penting/strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, 
memerlukan pembinaan yang lebih dan perlindungan dalam rangka yang 
menjamin pertumbuhan anak tersebut dan perkembangan fisik, mental, dan sosial 
secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.37 
                                                             
28 Fadli Andi Natsif,Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, (Makassar:UIN Alauddin 
Makassar,2018), h.177 
29BPPB,Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka,1997), h.35.  
30Konsideran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak.  
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Jika dilihat berdasarkan dengan batasan usia, ada beberapa peraturan 
perundang-undangan yang telah menguraikan definisi anak, yaitu: 
1.    UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia 
perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.  
  2.    UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan 
anak  berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.  
3.  UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak 
adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun, 
tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah. 
4. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa 
anak adalah seseorang yang belum berusia18 tahun dan belum pernah 
kawin.  
5.  UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia 
bekerja 15 tahun. 
6.  UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
memberlakukan Wajib Belajar 9 tahun, yang dikonotasikan menjadi anak 
berusia 7 sampai 15 tahun.  
  Beragamnya usia anak di berbagai ketentuan dapat berdampak terhadap 
penyelesaian kasus terkait dengan perlindungan anak. Sehingga bisa saja muncul 
penafsiran yang berbeda ketika akan menyelesaikan kasus yang melibatkan anak 
sebagai korban pelanggaran hukum. Akan tetapi persoalan ini sebenarnya sudah 
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bisa teratasi ketika Indonesia telah mengeluarkan UU yang khusus memberikan 
perlindungan anak, yaitu UU No. 23 Tahun 2002. Kemudian berdasarkan 
perkembangan, maka UU ini mengalami perubahan menjadi UU No. 35 Tahun 
2014, dan terakhir diubah lagi melalui UU 17 Tahun 2016 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Meskipun undang-undang baru 
tentang perlindungan anak tidak menghapuskan undang-undang sebelumnya, 
karena ada beberapa pasal saja yang diubah untuk menyesuaikan dengan 
perkembangan perlindungan anak.31 
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak 
a. Perlindungan hukum terhadap atau oleh anak pada hakikatnya 
menyangkut langsung pengaturan di dalam peraturan perundang-
undangan. Kebijaksanaan, usaha, dan kegiatan yang telah menjamin 
terwujudnya perlindungan hak-hak anak tersebut, pertama-tama 
didasarkan atas pertimbangan ini bahwa anak-anak merupakan 
golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya 
golongan anak-anak yang telah mengalami hambatan dalam 
pertumbuhan dan perkembangannya,  
b. baik rohaninya, jasmaninya, maupun sosial.   
                                                             
31 Fadli Andi Natsif, Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, h.178 
24 
 
 
 
c. Arif Gosita juga mengatakan bahwa hukum perlindungan anak ialah 
sebuah usaha mengadakan kondisi yang dimana setiap orang anak 
dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. 
d. hukum (tertulis maupun yang tidak tertulis) yang menjamin anak agar 
benarbenar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.”40 
e. Menurut Undang-Undang Nomor 35 pada Tahun 2014 juga 
menjelaskan tentang perlindungan tersebut 
f. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 pada Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, yang dimaksudkan jugadengan perlindungan 
anak ialah amanah dan karunia tuhan yang didalm dirinya telah 
melekat harkat dan martabat sebagai manusia. 
g. Segala kegiatan untuk menjamin dan juga melindungi anak dan hak- 
haknya agar bisa dapat hidup dengan tumbuh berkembang, dan 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi tersebut.32 
h. Usaha perlindungan anak juga merupakan usaha bersama untuk 
melindungi anak agar tetap bisa dapat melaksanakan hak dan  
kewajibannya.   
i. Walaupun seorang anak sedang dalam berhadapan dengan hukum, 
baik kepada anak yang dituduh, dituntut, maupun dinyatakan telah 
melanggar hukum pidana, ataupun sebagai korban tindak pidana, 
                                                             
32Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 pada Tahun 2024 tentang Perubahan 
Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
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berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan  
j. Atas Undang-Undang Nomor 23 pada Tahun 2002 tentang 
Pelindungan Anak, pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga 
negara lainnya berkewajiban juga untuk memperhatikan aspek-aspek 
perlindungan terhadap diri anak.  
k. Apabila juga perlu diambil atau ditempuh tindakan-tindakan terhadap 
anak tanpa melalui proses peradilan juga harus ditetapkan bahwa hak-
hak asasi dan jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya 
dihormati. Bahkan, putusan terhadap anak (antara lain pembinaan, 
bimbingan, pengawasan, program-program pendidikan dan latihan, 
serta pembinaan institusional lainnya) harus dapat menjamin bahwa 
anak tersebut diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan 
kesejahteraannya dan seimbang dengan keadaan lingkungan mereka 
serta pelanggaran yang dilakukan.33  
3.  Pengertian Pemidanaan  
Istilah pidana disebut juga dengan istilah hukuman yang dalam bahasa 
Belandanya dikenal juga dengan satu istilah umum yaitu straf.Istilah pidana lebih 
tepatnya dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim dan merupakan 
terjemahan dari recht.34 
                                                             
33Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan 
Pidana Anak di Indonesia,(Bandung: PT Refika Aditama,2010), h. 42.   
34Maidin Gultom, , Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan 
Pidana Anak di Indonesia, h. 42. 
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Pidana didefinisikan juga sebagai suatu penderitaan yang sengaja 
dijatuhkan/diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang 
yangberakibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar 
hukum pidana.Secara khusus larangan di dalam hukum pidana ini juga disebut 
sebagai tindak pidana (strafbaar feit).35 
Kata “pidana” pada umumnya diartikan juga sebagai hukuman  
sedangkan “pemidanaan” diartikan pula sebagai penghukuman.  
Pidana dalam hukum pidana ini merupakan suatu alat dan bukan tujuan 
dari hukum pidana, yang apabila telah dilaksanakan tiada lain ialah berupa 
penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana.36   
Tujuan yang telah mencantumkan pidana pada setiap larangan dari hukum 
pidana (strafbaar feit: tindak pidana), disamping bertujuan untuk kepastian 
hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan Negara yang juga bertujuan 
untuk mencegah (preventif) adanya melakukan tindak pidana bagi orang yang 
berniat untuk melanggar hukum pidana.  
2. Teori-teori Pemidanaan  
Alasan pemidanaan dapat digolongkan jugadidalam tiga golongan pokok, 
yaitu sebagai yang termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan 
dan kemudian ditambah juga dengan golongan teori gabungan(Effendi, 2011).37 
                                                             
35
 Adami Chazawi, ,Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1Teori-Teori Pemidanaan & Batas 
Berlakunya Hukum Pidana:( Jakarta, PT Raja Grafindo 2002,)  h. 24 
36 Jayadi,Ahkam "Peranan Penasehat Hukum dalam mewujudkan keadilan” 
,jurisprudentie :jurnal ilmu hukum 4:1 (2017) 
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a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan  
         Teori pembalasan juga membenarkanpemidanaankarena setiap seseorang 
yang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel 
Kant yang telah mengatakan “Flat justitia ruat coelom” yang berarti walaupun 
besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir akan terus menjalankan 
pidananya.38 
Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:  
1) Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi terhadap 
pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dan dari kalangan 
masyarakat. Dalam hal tindakan ini si pembuat kejahatan harus 
dibalas dengan dipidana yang merupakan suatu bahaya atau 
kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang  
diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.  
2) Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi terhadap 
penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah 
yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan 
yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan itu, maka si 
pelaku kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.39 
b. Teori Relatif atau Teori Tujuan  
                                                                                                                                                                       
37Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, (Bandung:Refika aditama 2011) h. 
0145 
38A. Fuad Usfa, Pengantar Hukum Pidana, (Malang: Universitas Muhammadiyah 
2004), h. 0142.  
39A. Fuad Usfa, , Pengantar Hukum Pidana, h. 0142. 
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Teori ini mendasarkan pandangan bahwa dasar hukum pidana ialah 
terletak pada tujuan pidana itu sendiri, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau 
juga pencegahan terjadinya kejahatan.Artinya, dipertimbangkan juga 
pencegahannya untuk masa yang mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul 
Anselm van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman 
pidana saja tidak akancukup/memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana 
kepada si penjahat.40 
Pengertian didalam teori tujuan ini sangat berbeda sekali dengan teori 
absolut atau teori pembalasan. Jika dalam teori absolut tindak pidana 
dihubungkan dengan adanya kejahatan, maka dalam teori relatif ditujukan kepada 
hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud juga mendidik orang yang telah 
berbuat jahat tadi, agar menjadi lebih baik kembali.41 
c. Teori Gabungan  
Disamping teori absolut dan teori relatif tentang pemidanaan, muncul juga 
teori ketiga yang merupakan gabungan antara keduanya yang juga disebut dengan 
teori gabungan. 
Dasar pemikiran teori gabungan ialah bahwa pemidanaan bukan saja 
sebagai pembalasan terhadap perbuatan penjahat akantetapi juga untuk 
memperbaiki penjahat.   
                                                             
40Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, (Bandung:Armico, 1985), h.03.  
41Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia , h.03 
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Teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selaintelah  memberikan 
penderitaan jasmani maupun juga psikologis terhadap pelaku kejahatan, juga 
yang terpenting ialah memberikan pembinaan dan pendidikan.42 
3. Jenis-jenis Pidana  
Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga telah 
menetapkan jenis-jenis pidana di dalam Pasal 10. Bentuk pidana dibedakan 
menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.Pidana pokok terdiri dari 
empat jenis pidana dan pidana tambahan terdiri pula dari tiga jenis pidana. 
Untuk satu kejahatan maupun pelanggaran, hanya boleh dijatuhkan satu 
pidana pokok, namun dalam beberapa hal yang telah ditentukan dalam Undang-
Undang, dapat pula ditambah dengan salah satu dari pidana tambahan. 
Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut:  
a. Pidana Pokok,  
terdiri atas:  
1) Pidana Denda 
2) Pidana Kurungan 
3) Pidana Penjara 
4) Pidana Mati 
b. Pidana Tambahan, terdiri atas:  
1) Pencabutan putusan hakim 
2) Perampasan barang-barang tertentu  
3) Pengumuman beberapa hak tertentu 
                                                             
42Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, h.03-04 
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Berbeda halnya di dalam sistem peradilan pidana anak, pidana yang telah 
dijatuhkan kepada anak diatur khusus di dalam Undang-Undang Nomor 11 pada 
Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Bab V tentang Pidana 
dan Tindakan mulai dari Pasal 69 sampai dengan Pasal 83, yang merumuskan:  
a. Pidana Pokok, terdiri atas:  
1)   Pidana peringatan  
Pidana peringatan ialah pidana ringan yang tidak mengakibatkan 
pembatasan untuk kebebasan hak.Dalam hal ini anak hanya 
diberikan hukuman yang berupa peringatan dan tidak sampai ke 
meja pengadilan. 
2)   Pidana bersyarat  
Pidana dengan syarat dapat pula dijatuhkan oleh Hakim dalam hal  
pidana penjara yang dijatuhkan ini paling lama dua tahun.Dalam 
putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat, ditentukan 
mengenai syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum ialah anak 
tidak akan melakukan/mengulangi tindak pidana lagi selama 
menjalani masa pidana dengan syarat. Sedangkan syarat khusus 
ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu dengancara 
tetap memperhatikan kebebasan anak.  
a) Pembinaan di Luar Lembaga  
Dalam hal Hakim memutuskan bahwa seorang anak di bina di luar 
lembaga, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan di dalam 
putusannya. Pidana diluar lembaga dapat juga berupa keharusan untuk:  
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1) Mengikuti program-program bimbingan dan juga penyuluhan yang 
dilakukan oleh seorang pejabat pembina.  
2)  Mengikuti juga terapi dirumah sakit jiwa; ataupun 
3) Mengikuti juga terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, 
psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya.  
Akan tetapi apabila seorang anak melanggar syarat khusus diatas, pejabat 
Pembina bisa dapat mengusulkan kepada Hakim pengawas untuk memperpanjang 
masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 kali masa 
pembinaan yang belum dilaksanakan. 
b) Pelayanan masyarakat  
Pelayanan masyarakat ialah kegiatan yang membantu pekerjaan di 
lembaga pemerintahan ataupun lembaga kesejahteraan sosial. Bentuk pelayanan 
masyarakat misalnya membantu lansia, orang yang cacat, atau juga anak yatim 
piatu di panti asuhan dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan.  
Pidana pelayanan masyarakat merupakan pula pidana yang dimaksudkan 
untuk mendidik anak-anak dengan meningkatkan kepeduliannya terhadap 
kegiatan kemasyarakatan yang positif.Jika anak tidak memenuhi seluruh atau 
sebagian kewajibannya dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa 
alasan yang sah, maka pejabat pembina dapat juga mengusulkan kepada Hakim 
pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian 
pidana pelayanan masyarakat yang telah dikenakan terhadapnya. Pidana 
pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkatnya 7 jam dan paling 
lama 120 jam.  
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c) Pengawasan  
Pidana pengawasan ialah pidana yang  khusus dikenakan untuk anak, yakni 
pengawasan yang akan dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku anak 
dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dan pemberian bimbingan 
yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pidana pengawasan yang 
dapat dijatuhkan terhadap anak paling singkatnya selama-lamanya 3 bulan dan 
paling lama 2 tahun.Dalam hal anak dijatuhi pidana pengawasan dan anak 
ditempatkan dibawah pengawasan penuntut umum dan juga dibimbing oleh 
Pembimbing Kemsayarakatan. 
d) Pelatihan Kerja  
Pidana pelatihan kerja dilaksanakan juga di lembaga yang  
telahmelaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan usia anak. Lembaga yang telah 
melaksanakan pelatihan kerja antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan 
yang dilaksanakan misalnya oleh kementerian yang jugamenyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial. Pidana 
pelatihan kerja yang dapat dijatuhkan terhadap anak paling singkat selama 3 
bulan dan paling lama 1 tahun. 
d) Pembinaan   
Pidana pembinaan di dalam lembaga juga dilakukan di tempat pelatihan 
kerja atau lembaga pembinaan yang telah diselenggarakan, baik oleh pemerintah 
atau swasta. Pidana pembinaan di dalam lembagaakan dijatuhkan apabila keadaan 
dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat. Dalam hal ini pembinaan 
didalam lembaga dilakukan paling singkatnya 3 bulan dan paling lamanya 24 
bulan. Dalam Pasal 80 ayat (4) juga menyebutkan bahwa anak yang telah 
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menjalani ½ dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang pula 
dari 3 bulan berkelakuan baik, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.  
e)Penjara   
Pidana pembatasan kebebasan dilakukan dalam hal anak melakukan 
tindak pidana yang berat atau tindak pidana yang disertai dengan 
kekerasan.Dalam Pasal 79 ayat (2) juga menyebutkan bahwa pidana pembatasan 
kebebasan dijatuhkan terhadap anak paling lamanya setengah dari maksimum 
pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.Yang dimaksudkan 
dengan maksimum ancaman pidana penjara ini bagi orang dewasa ialah 
maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai 
dengan ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun 
Undang-Undang lainnya. 
Dalam ketentuan mengenai adanya pidana penjara dalam KUHP berlaku 
juga terhadap anak sepanjangia tidak bertentangan dengan Undang-Undang 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  
Apabila perbuatan anak dianggap akan membahayakan masyarakat, maka 
anak ituakan dijatuhi pidana penjara di LPKA. Dalam hal ini pidana penjara yang 
dapat dijatuhkan terhadap anak paling lamanya ½ dari maksimum pidana bagi 
orang dewasa. 
Pembinaan di LPKA dilakukan sampai anak berusia 18 tahun.Apabila 
anak sudah menjalani ½ dari lamanya pembinaan di LPKA dengan berkelakuan 
baik, maka berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.Pidana penjara didalam 
Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menganut asas 
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tentangultimum remidium yang juga berarti bahwa pidana penjara terhadap anak 
hanya dipergunakan sebagai upaya terakhir.Undang-Undang ini menyebutkan 
bahwa jika tindak pidana yang telah dilakukan anak merupakan tindak pidana 
yang terancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka 
pidana penjara yang dijatuhkan pada anak paling lama 10 tahun. 
b. Pidana Tambahan 
terdiri atas: 
Perihal pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2)  Undang-
Undang Nomor 11 pada Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  
Pidana Anak yang berupa: 
1) Perampasan keuntungan yang juga diperoleh dari tindak pidana 
Pengertian perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana 
ialah dengan mencabut dari orang yang memegang keuntungan dari tindak pidana 
yang telah diperoleh dari kepentingan negara. Sebagaimana contohnya, seorang 
anak mencuri sebuah laptop, laptop tersebut laluiajual dan uangnya digunakan 
hanya untuk membeli handphone baru, maka barang yang dapat dirampas ialah 
handphone yang telah dibeli oleh pelaku tindak pidana.  
2) Pemenuhan kewajiban adat 
Yang dimaksud kewajiban adat ialah denda atau tindakan yang harus 
dipenuhi dengan berdasarkan norma adat-adat setempat yang tetap menghormati 
harkat dan martabat anak tersebut serta tidak membahayakan mental dan fisik 
anak.  
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c. Tindakan 
Dalam sidang anak, Hakim juga dapat menjatuhkan pidana atau 
tindakan.Pidana tersebut dengan dapat berupa pidana pokok atau pidana 
tambahan. Sedangkan untuk tindakan dapat dilihat dalam Pasal 82 dan 83 
Undang-Undang Nomor 11 pada Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak. Tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak yakni dapat berupa: 
1) Pengembalian terhadap orang tua / wali.  
2) Penyerahan terhadap seseorang. Penyerahan terhadap seseorang 
ialah penyerahan kepada orang dewasa yang telah dianggap cakap, 
berkelakuan baik, dan bertanggungjawab oleh Hakim serta 
dipercaya oleh anak tersebut.  
3) Perawatan dilakukan di rumah sakit jiwa. tindakan ini diberikan 
terhadap anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita 
gangguan jiwa atau penyakit jiwa.  
4) Perawatan tempat di LPKS.  
5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang 
telah diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.  
6) Pencabutan untuksurat izin mengemudi.    
Perbaikan akibat tindak pidana.Yang dimaksud disini misalnya 
memperbaiki kerusakan yang telah disebabkan oleh tindak pidana 
dan memulihkan keadaannya sesuai dengan sebelum terjadinya 
sebuah tindak pidana. 
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Pendidikan dan pengajaran memanglah tidak identik dengan adanya 
kekerasan, baik di masa yang lalu apalagi di masa yang sekarang ini.Tapi 
kekerasan sering kali dihubung-hubungkan dengan kedispilinan dan penerapannya 
di dalam dunia pendidikam.Disiplin merupakan hal yang seringkali kita dapat 
menjadi tolak ukur kualitas pendidikan di suatu lembaga pendidikan formal 
seperti sekolah, sehingga para guru harus bekerja lebih keras membuat peraturan 
serta menertibkan murid muridnya di sekolah. 
Berbagai macam cara yang telah mereka tempuh untuk menegakkan 
disiplin di sekolah, seperti telah memberikan sanksi yang keras dan tegas bagi 
murid-murid yang melanggar peraturan tersebut seperti membolos, merokok di 
lingkungan sekolah, terlambat, dan lain-lain. Walau demikian masih ada saja 
murid yang terus melanggar peraturan, sehingga tak jarang pula guru melakukan 
tindak kekerasan untuk mendisiplinkan murid-muridnya. 
Secara umum yang diketahui kekerasan didefinisikan sebagai suatu 
tindakan yang dilakukan oleh seorang individu terhadap individu lainnya yang 
mengakibatkan gangguan fisik dan mental43.Kekerasan pada murid ialah suatu 
tindakan keras yang dilakukan terhadap murid disekolah dengan dalih 
mendisiplinkan murid yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan 
secara fisik, psikis, dan seksual. 
Berbicara mengenai anak, maka tidak akan ada hentinya dengan berbagai 
permasalahan hukum yang telah berkaitan dengannya. Anak yang secara harfiah 
memang belum dapat berfikir secara dewasa dan matang, serta kekuatan fisiknya 
                                                             
43
, Konsep kekerasan terhadap perempuan dan KDRT. 
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tidaklah sebanding dengan orang dewasa. Perlakuan-perlakuan yang terkadang 
terlihat sepele, justru akanmenjadi titik awal kekerasan terhadap anak. 
Kemudian untuk dapat meneliti dan mengkaji suatu permasalahan 
kekerasan yang telah dilakukan oleh guru terhadap muridnya, perlu adanya suatu 
pembahasan mengenai tentang kasus kekerasan guru terhadap murid.Lebih 
tepatnya lagi, kasus kekerasan tersebut haruslah yang sudah di putuskan oleh 
hakim sebagai sebuah tindak pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap.Hal ini 
dikarenakan dalam hukum pidana, dikenal adanya sebuah asas presumption of 
innoncence, dimana seseorang tidaklah boleh dianggap bersalah sebelum adanya 
suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.44 
                                                             
44M.Yahya Harahap, Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP 
(Penyidikan dan Penuntuan), (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.13 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan lokasi penelitian  
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian sosiologis (sociologys) 
yaitu secara yuridis yang mengkaji tentang perlindungan hukum anak. Secara 
kenyataan pelanggaran hukum yang terjadi di kota pare-pare yaitu Tinjauan 
Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di kota pare-pare. Pengumpulan data dan 
informasi akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pare-pare dengan alasan bahwa 
lokasi penelitian tersebut ini merupakan instansi yang paling berkompeten 
kaitannya dengan masalah perlindungan hukum terhadap anak. 
3. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, secara undang-
undang yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan. 
Selain itu juga dengan pendekatan sosiologis dengan caramelihat fakta yang ada 
di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dipandang dari 
sudut penerapan hukum. 
4. Sumber Data  
Sumber data yangakan digunakan dalam penelitian hukum empiris ialah 
sumber data primer yaitu, sebagai berikut. 
a. Sumber data primer 
39 
 
 
 
Pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.Dalam hal ini pihak 
yang terkait yaitu advokat. Dari hasil wawancara dengan advokat selaku 
yang memberi  
b. data sekunder 
Sumber hukum sekunder merupakan bahan hukum yang ada kaitannya 
erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu memahami dan 
menganalisis bahan-bahan hokum primer. 
B. Metode Pengumpulan Data 
a. Teknik wawancara (interview) 
Sebagai wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan pokok-pokok 
permasalahan terlebih dahulu yang kemudian dikembangkan dalam 
wawancara, kemudian responden akan menjawab secara bebas sesuai 
dengan permasalahan yang akan diajukan sehingga kebekuan atau proses 
wawancara dapat terkontrol.45 
c. Studi dokumen atau bahan pustaka 
Metode ini merupakan cara pengumpulan data dengan cara membaca,  
mempelajari, mengkaji, membuat catatan yang diperlukan, pedoman  
mediasi, buku Alternatif Penyelesaian pidana, perkar dan hal-hal lain yang 
berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
 
 
 
 
                                                             
45Sutrisno Hadi, Pedoman Teknik Wawancara(Jakarta: elips, 2001), h. 207 
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C. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam 
mengumpulkan data.46 Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau 
alat penelitian adalah penelitian itu sendiri sehingga peneliti harus “divalidasi” 
Validasi terhadap peneliti, meliputi: pemahaman metode penelitian kualitatif, 
penguasaan wawasan terhadap bidang yag diteliti, kesiapan penelitian untuk 
memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logikanya. Suatu 
instrumen dikatakan valid apabila mencapai tujuan pengukurannya, yaitu 
mengukur apa yang ingi diukurnya dan mampu mengungkapkan apa yang ingin 
diungkapkan. Oleh karna itu untk penelitian lapangan atau field research yang 
meliputi observasi dan wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah 
disediakan, dibutuhkan kamera, alat bantu perekaman, dan alat tulis menulis 
berupa buku catatan dan pulpen.  
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Pengolahan Data 
Pengolahan data yang dilakukan yaitu berdasarkan pada setiap perolehan 
data dari lapangan kemudian di reduksi. Reduksi data merupakan proses 
pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, 
transformasi data kasar yang muncul dilapangan dengan penajaman teknik 
analisis, setelah itu dideksripsikan, dianalisis, kemudian ditafsirkan. 
 
 
                                                             
46Suharsimi Arikanto, Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik, Edisi Revisi, V 
(Jakarta:Rineka cipta, 2006), h. 68 
41 
 
 
 
2. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
analisis data kualitatif dengan menggunakan metode interaktif.Yang mana data 
kualitatif disini mengumpulkan suatu data yang diperoleh kemudian dilakukan 
penguraian terakhir diambil suatu kesimpulan.Sedangkan metode interaktif adalah 
model analisa data yang dilakukan dengan carareduksi data.Penyajian data dan 
kemudian di tarik suatu kesimpulan. 
Kegiatan komponen itu dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a) Reduksi Data 
Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian kepada 
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang 
muncul dari catatan tertulis dilapangan. Reduksi data berlangsung teru-
menerus, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul samapai laporan 
akhir lengkap tersusun. 
b) Penyajian data 
Merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi 
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
d. Penarikan Kesimpulan 
Dari permulaan data, seorang penganalisis kualitatif mencari arti benda-
benda, keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi, berbagai 
kemungkinan, alur sebab akibat dan proporsi. Kesimpulan akan 
ditangani  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan hukum hakim terhadap putusan Nomor 92/Pen. Pid. 
Sus/2017. PN.Pre. tentang kekerasan guru terhadap anak. 
Hukum Pidana Materil Pada Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak 
dalam Putusan Nomor: 92/Pen.pid.sus/2017/PN.Pre  penetapan hari sidang  
tentang Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan 
membuktikan kebenaran hukum materiil berdasarkan fakta-fakta yang 
terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh surat dakwaan yang 
dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebelum penulis menguraikan 
tentang penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana persetubuhan 
terhadap anak dalam  putusan nomor: 92/Pen.pid.sus/2017/PN.pre, maka perlu 
diketahui terlebih dahulu identitas terdakwa, posisi kasus, dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan amar putusan, yaitu 
sebagai berikut:  
1. Identitas Terdakwa 
Pengadilan Negeri pare-pare  yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara pidana telah menjatuhkan putusan perkara atas nama Terdakwa 
Darmawati M.S,i Alias Darma Binti Jufri, tempat lahir, Pare-Pare, tanggal lahir 18 
Agustus 1974, umur 45 (empat puluh lima tahun ), jenis kelamin perempuan, 
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di di JL.Petta oddo No 30 kelurahan 
watang soreang, kecamatan soreang kota pare-pare, agama Islam, pekerjaan PNS 
(guru Sma Negeri 3 Pare-Pare. Posisi Kasus Bahwa berawal pada padi rabu tgl 02 
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November 2016 sekitar pukul 12-00 wita atau sekitar waktu itu, 
setidaknya pada tahun 2016 bertempat di JL. Pendidikan (kompleks Sma Negeri 3 
pare- pare), atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masi termasuk dalam 
daerah hokum pengadilan pare-pare, temulah melakukan kekerasan terhadap. Ayu 
Ashari Yusuf yang pada saat kejadian masi berumur 16 tahun berdasarkan kutipan 
akta kelahiran No.Al. 8030006971 atas nama Ayu Ashari Yusuf, perbuatan 
terdakwa di lakukan dengan cara sebagai berikut: 
Pada awal  korban Ayu Ashari yusuf, menuju ke musollah SMA Negeri 3 
pare-pare untuk melaksanakan solat dzuhur namun pada saat korban tiba di 
musollah terdakwa kemudian menghampiri korban lalu terdakwa langsung 
mencubit  perut korban sebelah kanan berulang kali, selanjutnya terdakwa 
memukul korban dengan tangan dan berkali kali memukul korban dan mengambil 
sepatu salasatu murid dan di pakai memukul kepala korban yang di lakukan oleh 
terdakwa dan juga menarik jilbab korban sampai lepas. 
Selanjutnya setelah kejadian  korban tidak  bisa  melaksanakan aktivitasnya 
dan tidk masuk sekolah selama 2 (dua) hari: 
Bahwa akibat  perbuatannya terdakwa, maka Ayu Ashari yusuf, mengalami 
luka sebagai mana visum Et. Reportum Nomor : 323/PKM-LPD tanggal 2 
november 2016 san, Ayu Ashari Yusuf yang di buat dan di tandatangan oleh 
dokter nur hidaya majid dokter pada puskesmas prwatan lapadde kota pare-pare 
pada hasil pemeriksaan di temukan. Rasa nyeri sakit di bagian kepala dan alis 
sebelah  kanan  kesimpulan Keadaan diatas diduga akibat kekerasan benda 
tumpul. 
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Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana 
dalam pasal 80 ayat (1) Uu No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU. NO, 23 
tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Pasal, 76C UU, 36 tahun 2014 tentang 
perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perbuatan 
pelaku telah memenuhi dua unsur. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan 
atau ancaman kekerasan Bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” yaitu 
kesengajaan sebagai maksud berarti terjadinya suatu  tindakan atau akibat tertentu 
(yang sesuai dengan  perumusan KUHP) adalah betul-betul sebagai perwujudan 
dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.  
Bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah menggunakan tenaga 
atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul 
dengan tangan atau dengan segala macam senjata atau menyepak, menendang atau 
dapat juga disamakan dengan membuat 52 orang pingsan atau tidak berdaya, 
misalnya memberi minuman beracun atau obat-obatan. Bahwa yang dimaksud 
dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan. Bahwa sesuai dengan bukti Akta 
Kelahiran Nomor: AL. 8030006971 - yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil kota pare-pare atas nama Ayu Ashari (saksi korbakun) duduk di 
bangku SMA , sehingga dalam hal ini korban masih termasuk anak-anak. - Bahwa 
yang dimaksud dengan “kekerasan” ialah jika seseorang menyentu dengan keras 
baik pake tangan ataupun pake benda. yang biasa dijalankan untuk mendapatkan 
Bahwa adanya Visum Et Repertum No : 323/PKM-LPD. yang diajukan dimuka 
persidangan atas nama Ayu Ashari Alias Ayu binti Yusuf  tanggal 2 November 
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2016 an. Ayu Ashari yang dibuat dan d tandatangani oleh nur hidaya majid dokter 
pada puskesmas kota pare-pare Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di 
persidangan, maka telah nyata bahwa terdakwa selalu melakukan kekerasan 
dengan cara memukul korban. saksi Ayu Ashari Alias Ayu  binti Yusuf baik 
dengan kata-kata maupun dengan benda yang di pake memukul saksi/korban 
didekat saksi sebelum dipukul , sehingga menimbulkan rasa takut kepada saksi.  
Dengan demikian  unsur ini telah terpenuhi. 3 Unsur Dilakukan secara berlanjut 
Bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan secara berlanjut” adalah perbuatan 
yang dilakukan secara berulang-ulang atau berangsur-angsur dimana perbuatan itu  
dan dilihat dalam satu perbuatan. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di 
persidangan, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Ayu Ashar i Alias 
Ayu binti Yusuf memukul pake tangan dan dan sepatu dan mencubit perut saksi 
dan merasakan sakit di bagian kepala dan saksi di bawa kepuskesmas atas 
kejadian itu dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. 
Tuntutan Penuntut Umum Adapun  tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam 
Nomor: 92/Pen.pid.sus/2017/PN. pre Tanggal 17 April 2017 yang pada pokoknya 
menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri pare-pare yang memeriksa 
dan mengadili perkara ini dapat memutuskan. Menyatakan terdakwa Darmawati 
bin Jufri, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja 
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan mencubit, memukul dengan tangan 
dan memakai benda tumpul yang di benturkan ketubu korban.  
Sebagaimana  pasal 80 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan 
atas UU. NO, 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juga. Pasal, 76C UU, 36 
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tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan 
anak. 
 Dakwakan  kepada terdakwa dalam dakwaan Primair. Menjatuhkan 
pidana terhadap terdakwa Darmawati bin Jufri dengan pidana penjara 3 (Tiga) 
bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar 
terdakwa tetap ditahan. Dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000, (dua ribu 
rupiah ). Menetapkan barang bukti berupa sebuah sepatu yang di pake memukul 
korban, Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 
2.000,- (dua ribu rupiah). Amar Putusan Dalam perkara Nomor Nomor: 
92/Pen.pid.sus/2017/PN.pre hakim memutuskan Mengadili. 
 a). Menyatakan terdakwa DARMAWATI bin JUFRI, telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kerasan 
Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan 
terhadap.  
b).   Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Darmawati bin Jufri dengan 
pidana penjara 3 (Tiga) bulan dan diwajibkan bayar uwang perkara 
sebesar Rp.2000,-dua ribu rupiah)  
c).    Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
d).     Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.  
e).     Menetapkan barang bukti berupa:  
a)   1 (satu) buah sepatu sepatu sebaguan warna putih bintik hitam.  
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     b)  1 (satu) lembar sarung warna kuning. Dikembalikan kepada saksi 
korban yaitu Ayu Ashari binti Yusuf.  
f).    Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua 
ribu rupiah). Analisis Penulis Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana 
berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan 
fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada 
apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum. 
Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, maka 
dapat disimpulkan bahwa dakwaan dalam kasus tersebut menggunakan 
dakwaan berupa dakwaan Subsidairitas, maka menjadi kewenangan dan 
keleluasaan Majelis Hakim memilih salah satu dakwaan yang paling 
sesuai untuk diterapkan dengan perbuatan terdakwa dihubungkan 
dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa alat 
bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk didalamnya 
keterangan saksi saling berkesesuaian ditambah keterangan terdakwa 
yang mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena 
itu, Hakim Pengadilan Negeri pare-pare menyatakan bahwa unsur 
perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan delik yang terdapat 
dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Adapun unsur-unsur 
tindak persetubuhan yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 57 perubahan atas Undang-Undang 
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Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat 
(1) KUHP adalah sebagai berikut: - Unsur Subjektif : Setiap orang, 
dalam hal ini yaitu terdakwa Darma Wati binti Jufri.  Unsur Objektif :  
1)  Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
terlihat dari perbuatan terdakwa DARMAWATI bin JUFRI yang 
melakukan kekerasan terhadap korban AYU ASHARI Alias AYU 
binti YUSUF berupa mencubit perut korban dan memukul pakai 
tangan dan memakai sepatu, sehingga menimbulkan rasa takut pada 
korban.   
2)  Dilakukan secara brutal dengan mencubit perut korban dan 
memukul kepala, sehingga secara pisikis korban traumpat luka 
memar di kepala berdasarkan hasil visun.  
Berkaitan dengan masalah diatas, penulis melakukan wawancara dengan 
salah satu Hakim di Pengadilan Negeri pare-pare, pada hari jumat tanggal 14 juli 
2017. yaitu Ibu Andi Nurmawati,SH.M,H (wawancara tanggal 14 Juli 2017) yang 
mengatakan bahwa:  
Dalam proses pemeriksaan yang menjadi kendala pada umumnya dalam 
pemeriksaan saksi yang biasa sering tidak hadir, sehingga menghambat 
pengadilan secara cepat dimana penanganannya memerlukan waktu yang cepat. 
Kami sebagai hakim juga harus jeli melihat perkara yang ada sehingga kami bisa 
memutuskan dengan putusan yang adil.  
Adapun efektivitas penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana kekerasan 
terhadap anak putusan perkara Nomor: terhadap 92/Pen.pid,Sus./2017/PN.Pre 
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adalah menurut Ibu Pipit Andi Nurmawati, SH.MH (wawancara tanggal 14 Juli 
2017) yang mengatakan bahwa:  
Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 
(tiga) bulan , dengan membayar uwang perkara Rp. 2000 (Dua ribu rupiah). 
Menurut saya, hal diatas sudah adil sebab Majelis Hakim telah menjatuhkan 
hukuman dengan berpedoman pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Hakim 
tidak memutuskan dengan hukuman yang terlalu berat sehingga dapat memberi 
pelaku kesempatan untuk memperbaiki diri.  
Namun, sedikit saya kritisi bahwa dalam menerapkan hukum pidana 
materiil seharusnya Majelis Hakim juga melihat dan mempertimbangkan 
mengenai Locus dan Tempus mengingat kejadian tersebut terjadi pada bulan 
November tahun 2016 dan pada bulan Februari tahun 2014 dimana 
UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 masih berlaku, sedangkan 59 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 mulai efektif diberlakukan pada bulan Oktober 
2014. Tetapi mengingat asas “Non-retroaktif” yang mengatakan bahwa suatu 
peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut, maka yang di gunakan 
adalah UndangUndang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dan juga 
dalam kasus anak yang di utamakan ialah yang paling menguntungkan bagi anak, 
dimana dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 sanksi pidana penjaranya minimal 
5 (lima) tahun, sedangkan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2002 sanksi pidana 
penjaranya minimal hanya 3 (tiga) tahun. Berdasarkan fakta-fakta yang diajukan 
dalam persidangan, maka terdakwa dinyatakan bersalah. Oleh sebab itu terdakwa 
harus dihukum sesuai dengan perbuatannya dan tidak melebihi dari yang 
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diancamkan. Selain itu, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada 
terdakwa agar sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu perlindungan masyarakat, 
pengurangan tingkat kejahatan pelaku.  
 Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana 
persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak dalam Putusan Nomor: 
92/Pen.Pid.Sus/2017/PN.PRE  
a. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Menimbang, bahwa Terdakwa 
atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau 
eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka sidang 
perkara ini dilanjutkan dengan acara pembuktian. 
b. Menimbang, bahwa Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada 
pokoknya mohon keringanan hukuman atau dihukum seringan-
ringannya karena terdakwa sudah menyesal dan tidak akan mengulangi 
lagi perbuatannya.  
c. Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan ke persidangan telah 
didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan kejahatan sebagaimana 
dalam dakwaan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014 perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. 
d. Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan beberapa 
saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing antar lain 
sebagai berikut:  
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e. Saksi Ayu Ashari alias Ayu binti Yusuf, Didi Muliadi Alias didi , dan 
H. Amiruddin As alias H. Tino binti Ahmad Pasaddai. telah 
memberikan keterangan sesuai apa yang diberikan kepada penyidik dan 
keterangan telah termuat dalam berita acara persidangan dimana 
keterangannya pada pokoknya telah mendukung dakwaan penuntut 
umum dan memberatkan perbuatan terdakwa.  
f. Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan 
barang bukti dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi 
dan diakui oleh terdakwa sebagai barang yang telah dibuat pada saat 
terdakwa melakukan kejahatan.  
g. Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan 
keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya dan 
keterangan tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan ini.  
h. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka didapatlah 
fakta-fakta dipersidangan, dimana keterangan para saksi yang didengar 
keterangannya dibawah sumpah antara yang satu dengan yang lainnya 
saling berkaitan dan berhubungan dengan keterangan terdakwa serta 
dengan diajukan barang bukti dipersidangan maka unsur-unsur yang 
terkandung dalam pasal dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi 
oleh perbuatan terdakwa. 
i. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam rumusan 
delik telah terpenuhi semua oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa 
dinyatakan terbukti secara menurut hukum dan hakim yakin akan 
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kesalahan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam 
dakwaan jaksa penuntut umum. 
j. Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya maka hakim akan 
mempertimbangkan sebagai berikut. 
k. Menimbang, bahwa hakim tidak melihat adanya alasan penghapus 
pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam perbuatan 
terdakwa tersebut sehingga perbuatan terdakwa dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya. 
l. Menimbang, bahwa hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah 
terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya karenanya 
harus dihukum pula untuk membayar ongkos perkara. 
m. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, penahanan terdakwa 
harus tetap dilanjutkan agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari 
pelaksanaan hukuman yang akan dijatuhkan. 
n. Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan 
seluruhnya haruslah dikurangkan dari hukuman yang akan dijatuhkan 
kepada terdakwa. 
o. Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa 
terlebih dahulu hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang ada pada 
diri terdakwa, baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang 
meringankan terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat 
mencapai rasa keadilan. 
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p. Hal-hal yang memberatkan; 
1) Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan rasa tromah dan luka 
saksi korban Ayu Ashari Alias Ayu binti Yusuf  
2) Akibat perbuatan terdakwa saat ini saksi Ayu Ashari Alias Ayu 
binti Yusuf telah mengalami tromah.  
3) Bahwa perbuatan terdakwa sangat tidak terpuji apalagi seorang 
guru dan orang tua.  
4) Bahwa terdakwa belum pernah dihukum  
5) Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan  
6) Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 
mengulanginya lagi 2. Amar Putusan Dalam perkara nomor 
92/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Pre. hakim memutuskan: Mengadili  
1). Menyatakan terdakwa Darma Wati bin Jufri, telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
kekerasan terhadapa anak di bawa umur.  
2).   Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 
3 (tiga) buluan dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 
2000,- (dua ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak 
dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) 
bulan.  
3).  Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 
akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
4).    Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.  
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5).   Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) sepatu warna putih 
1 (satu) lembar baju terusan warna putih bintik hitam - 1 (satu) 
lembar sarung warna kuning. Dikembalikan kepada saksi 
korban yaitu Ayu Ashari Alias Ayu binti Jufri.  
6). Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 
2.000, (dua ribu rupiah).  
7). Analisis Penulis Suatu proses peradilan berakhir dengan 
putusan akhir yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi 
pidana, dan didalam putusan itu hakim menyatakan 
pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa 
yang menjadi amar putusannya.  
Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus 
mencerminkan rasa keadilan dan di tuntut untuk mempunyai keyakinan 
berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan keadilan yang tidak 
bertentangan dengan Pancasila dan UndangUndang yang mengatur dan menjadi 
dasar dari semua peraturan yang ada dalam Republik Indonesia.  
Seberat atau seringan apapun pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, 
tidak akan menjadi masalah selama tidak melebihi batas maksimum dan minimum 
pemidanaan yang diancamkan oleh pasal dalam undangundang tersebut.  
Berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Negeri Sengkang dan hasil 
wawancara dengan salah satu hakim yang menangani perkara ini, yaitu Andi 
Nurmawati,SH.,M.,H. bahwa putusan Majelis Hakim harus dapat memenuhi 
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unsur keadilan bagi setiap pihak, walaupun nilai keadilan merupakan nilai yang 
objektif 
 yang tidak dapat diukur dengan standar apapun juga, maka dari itu 
sebelum menjatuhkan putusan pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan aspek 
keadilan dari sisi pelaku kejahatan, sisi korban kejahatan, keluarga pelaku dan 
korban kejahatan serta lingkungan masyarakat yang tentunya diresahkan oleh 
kejadian tersebut.  
Dalam hal ini hakim juga mempertimbangkan dampaknya terhadap korban 
yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan. Kemudian perlu juga 
mempertimbangkan dari sisi pelaku bahwa selama proses berjalannya perkara 
dalam persidangan pelaku bersikap sopan dan jujur. Banyak hal yang menjadi 
pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pidana 
yang salah satunya adalah pertimbangan bahwa pelaku merupakan tulang 
punggung keluarga yang harus membiayai keluarganya.  
Dalam kasus ini Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 3 
(tiga) bulan dan biaya perkara 2000 (dua ribu rupiah) denda yang paling ringan  
padahal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, kembali lagi bahwa 
putusan Majelis Hakim yang harus dijatuhkan seadil-adilnya tersebut berdasarkan 
alat bukti yang sah dan keterangan saksi yang telah disumpah, yang mana kedua 
hal tersebut saling bersesuaian serta keyakinan hakim dalam memutuskan suatu 
perkara. 
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B. Pertimbangan hukum hakim terhadap putusan nomor 
92/Pen,Pid,Sus/2017/PN,Pre. 
Bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut serta bantahan dari 
terdakwa maka mejelis hakim berpendapat penuntut umum harus membuktikan 
tuduhan yang telah diuraikan dalam surat dakwaannya sedangkan terdakwa juga 
harus membuktikan bantahan-bantahannya sebagai mana yang telah di gariskan 
dalam koridor hukum yang tujuannya adalah sama-sama mencari kebenaran 
materil dari suatu peristiwa yang akan diberikan penilaian secara objektif oleh 
hakim berdasarkan prinsip-prinsip hukum acara pidana. 
 bahwa untuk menilai dalam pembuktian baik apa yang telah di dakwakan 
penuntut umum dan sekaligus untuk menyatakan apakah terdakwa bersalah maka 
harus memenuhi (2) alat bukti yang sah seperti yang di syaratkan oleh pasal 184 
KUHAP yaitu : 
1. Keterangan saksi 
2. Keterangan ahli 
3. Surat  
4. Petunjuk  
5. Keterangan terdakwa  
Menimbang bahwa persidangan penuntut umum menghadirkan 4 orang 
saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari rabu tanggal 2 
november 2016 bertempat di jalan pendidikan (kompleks SMA Negeri 3 Pare-
Pare) terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak murid yang bernama 
Ayu Ashari dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengenai kepala 
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di bagian belakang, selain dipukul terdakwa juga mencubit di bagian perut, setelah 
itu dipukuli lagi dengan menggunakan sepatu, hal tersebut dilakukan terdakwa 
karna Ayu Ashari telat melaksanakan sholat dhuhur, yang mengakibatkan Ayu 
mengalami sakit dibagian kepala. 
Bahwa persidangan terdakwa memberikan keterangan bahwa tidak benar 
telah memukul Ayu Ashari dengan menggunakan sepatu, akan tetapi terdakwa 
memukul Ayu Ashari menggunkan mukenah kearah pundak Ayu Ashari, dan 
melempar sepatu kearah Ayu Ashari tapi tidak mengenai. 
Bahwa terdakwa dipersidangan telah menghadirkan 2 saksi yang 
meringankan (a de charge) yaitu : saksi Bunayamin dan Asmar Pawelangi pada 
pokoknya menerangkan para saksi meringankan tersebut tidak melihat langsung 
kejadian tersebut, akan tetatpi para saksi mengetahui kalo ada kesalahpahaman 
antara terdakwa dan Ayu Ashari, dan terdakwa siap memohon maaf kepada 
keluarga Ayu Ashari. 
Bahwa dari keterangan para saksi yang di ajukan oleh penuntut umum 
yang mana, keterangan antara para saksi tersebut adalah saling bersesuaian, 
sehingga keterangan para saksi dapat dinyatakan satu alat bukti sah seperti 
disebutkan pada pasal 185 ayat (6) KUHAP yaitu yang berbunyi  
a. Persesuaian keterangan saksi antara satu dan lainnya 
b. Persesuaian antara saksi dan alat bukti lain 
c. Asalan yang memungkinkan dipergunakan oleh saksi untuk memberi 
keterangan yang tertentu  
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d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu pada umumnya 
dapat di pengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, 
sedangakan keterangan para saksi yang meringankan yang hanya pada 
pokoknya terdakwa bersedia meminta maaf kepada keluarga Ayu 
Ashari. Akan tetapi melihat secara langsung kejadian tersebut. 
Bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti sah 
lainnya, dalam Pasal 184 KUHAP untuk mengetahui apakah alat bukti tersebut 
mendukung keterangan Ayu Ashari , saksi Jufri, saksi H. Amiruddin, dan saksi 
Didi Mulyadi sehingga keterangan Ayu Ashari, saksi Jufri, saksi H. Amiruddin, 
dan saksi Didi Mulyadi cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah atas 
perbuatan yang didakwakan kepadanya. 
Bahwa selanjutnya majelis akan pertimbangkan alat bukti berikut yang 
sebagaimana disebut dalam pasal 184 KUHAP yaitu, Surat, Petunjuk, dan 
Keterangan Terdakwa. 
Bahwa sebagaimana yang di tentukan pada Pasal 187 KUHAP yaitu surat 
yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dilakukan dengan sumpah, dapat 
dianggap sebagai bentuk surat yang bernilai sebagai alat bukti yakni suatu berita 
acara yang membuat tentang kejadian atau keadaan yang didengar , dilihat atau 
dialaminya disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya, 
surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat 
yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang 
menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian hal atau 
suatu keadaan, surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat 
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berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta 
secara resmi dari padanya. 
Bahwa persidangan alat bukti surat yang diajukan berupa Visuntet 
Refertum No. 000/323/PKM-LPD tertanggal 2 november 2016 yang 
ditandatangani Kepala UPTD Puskesmas Perawatan Lapadde Kota Parepare dr. 
Nurhidayah Majid, yang ada pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan 
terhadap Ayu Ashari Yusuf, disimpulkan tidak tampak kemerahan dan memar 
pada bagian kepala dan alis kanan serta tidak didapatkan nyeri tekan, akan tetapi 
ada rasa nyeri dan sakit dibagian kepala dan alis yang dimungkinkan akibat 
benturan benda tumpul dan bukti surat berupa fotocopy kutipan Akta Kelahiran 
nomor AL.2010.4867 .DS tertanggal 27 juli tahun 2010 atas nama Ayu Ashari 
Yusuf lahir di mareto pada tanggal 11 Januari 2010, yang bukti Surat tersebut 
terlampir didalam berkas penyidik. 
Bahwa setelah diperhatikan alat bukti Surat tersebut Majelis Hakim 
didasarkan kepada pasal 187 KUHAP, menilai kekuatan pembuktian surat berupa 
Visum et repertum tersebut, maka dinilai dari segi formal adalah sebagai alat bukti 
yang sempurna karena bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang. 
Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti selanjutnya 
yaitu “petunjuk”. Alat bukti petunjuk sebagaimana disebutkan dalam pasal 184 
Ayat (1) KUHAP yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena 
persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak 
pidana sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa 
pelakunya (Pasal 188 ayat (1) KUHAP. 
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Ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP dihubungkan dengan Pasal 188 (2) 
KUHAP, maka perbuatan, kejadian atau keadaan yang bersesuaian itu harus 
diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. 
Bahwa alat bukti keterangan saksi dan alat bukti telah diuraikan diatas 
pendapat Majelis Hakim saling bersesuai dan saling mendukung maka selanjutnya 
Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti petunjuk. 
Bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa lingkupnya lebih 
luas dibanding sekedar pengakuan terdakwa. 
Terdakwa menerangkan bahwa pada pokoknya terdakwa memukul saksi 
Ayu dengan menggunakan mukena ke arah pundak dari saksi Ayu, akan tetapi 
oleh karena saksi Ayu masih ngotot sehingga terdakwa mengambil sepatu, 
kemudian menamparkan sepatu tersebut ke arah saksi Ayu akan tetapi tidak 
mengenai badan saksi Ayu, dan terdakwa melakukan hal tersebut dalam rangka 
mendidik saksi Ayu.  
            Dari keterangan terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai pada pokoknya 
terdapat persesuaian antara keterngan para saksi dan keterangan terdakwa tersbut 
yaitu, bahwa terdakwa telah melaukan pemukulan terhadap saksi Ayu. 
           Berdasarkan Pasal 183 KUHAP disebutkan “ Hakim tidak boleh 
menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 
pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. 
KUHAP menganut sistem pembuktian Negative Wette Iijk  berdasarkan hal 
tersebut Majelis berpendapat telah terdapat 3 (tiga) alat bukti yaitu, keterangan 
61 
 
 
 
saksi, surat, dan petunjuk, atau sudah melebuhi batas minimum pembuktian 
sehingga majelis berkeyakinan bahwa benar terdakwa adalah orang yang disangka 
penuntut umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dan keterangan saksi 
yang bersesuaian dengan bukti surat dapat dipertimbangkan a qou.  
Selanjutnya dipersidangan Terdakwa dalam pembelaannyan (Pledoi) 
berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dibebaskan oleh karena terdakwa tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum dan tindakan dari 
terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana oleh karena tidak ada unsur 
melawan hukumnya atau masih sebatas kewajaran dan kepatutan dalam 
pembinaan, pengajaran dan pendidikan, yang atas Pembelaan tersebut akan 
Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut. 
Benar sesuai dengan pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 
tentang guru khususnya dalam ayat 1 dan 2 guru dalam hal melakukan tugasnya 
memiliki kebebasn memberikan sanksi kepada anak muridnya dengan tujuan 
untuk mendidik apabila pemberian sanksi tersebut sebatas kewajaran, namun 
demikian apabila melihat fakta hukum dipersidangan, pada pokoknya terdakwa 
memukul saksi Ayu oleh karena saksi Ayu terlambat untuk melaksanakan sholat 
zuhur, dan pada saat setelah dipukul oleh terdakwa saksi Ayu masih ngotot 
kepada terdakwa sehingga terdakwa mengambil sepatu dan memukulkan kepada 
saksi Ayu, bahkan selain itu juga teman saksi Ayu yaitu saksi Didi dipukul juga 
oleh terdakwa dengan menggunakan gagang sapu oleh karana saksi Didi terlambat 
juga sholat zuhur, berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, 
bahwa justru menjadi pertanyaan bagi Majelis Hakim, apakah seorang guru 
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merupakan sebagai contoh bagi anak muridnya dalam melaksanakan tugasnya 
untuk mendidik anak muridnya perlu dengan cara memukul ( kekerasan), dan 
abhkan menjadi pertanyaan lebih lanjut bagi Majelis Hakim apakah perbuatan 
selanjutnya dari terdakwa memukul saksi Ayu dengan menggunakan sepatu oleh 
karna saksi Ayu masih ngotot dengan terdakwa dan memukul saksi Didi dengan 
menggunakan gagang sapu, perlu dilakukan oleh terdakwa, oleh karena justru 
yang terlihat dari terdakwa, melakukan hal tersebut bukan bertujuan untuk 
mendidik, akan tetapi justru emosi darin terdakwa yang dikedepankan oleh 
terdakwa terhadap saksi Ayu, dan bahkan sesuai dengan keterangan saksi 
meringankan dari terdakwa yaitu saksi Bunayamin yang merupakan Wakil Kepala 
Sekaolah tempat terdakwa mengajar, yang menerangkan bahwa tidak boleh 
seorang guru melakukan kekerasan terhadap muridnya, dan dipertegas dalam ayat 
2 Pasal 39 PP No.74 tahun 2008 yaitu hukuman yang diberikan oleh guru kepada 
anak muridnya adalah hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah 
pendidikan dan kode etik guru, sehingga menjadi ironis apabila perbuatan 
terdakwa memeukul saksi Ayu merupakan hukuman yang bersifat mendidik, 
apalagi dalam hal ini terlihat perbuatan dari terdakwa lebih mengedepankan sisi 
emposional dari terdakwa dibandingkan tujuan untuk mendidik. 
Berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dari pembelaan terdakwa 
tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam hal ini tidak 
dapat membuktikan bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut 
terhadap saksi Ayu adalah untuk mendidik dan tidak dapat pula membantah 
pembuktian yang telah dibuktikan oleh  Penuntut Umum sebagaimana 
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pertimbangan di atas oleh karena itu pembelaan yang telah diajukan oleh 
Terdakwa tersebut patutlah untuk dikesampingkan.  
Berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan bukti surat yang 
diajukan di persidangan, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan 
menyesuaikan satu dengan yang lain alat-alat bukti tersebut serta dinilai cukup 
kebenarannya maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut : 
1 Bahwa benar terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi Ayu 
Ashari pada hari rabu tanggal 02 November 2016 bertempat di Jalan 
Pendidikan (Kompleks SMA Negeri 03 Pare-pare). 
2 Bahwa benar cara terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Ayu 
adalah terdakwa memukul saksi Ayu menggunakan tangan kanan 
mengenai kepala saksi Ayu di bagian belakang. 
3 Bahwa benar selain dipukul terdakwa juga mencubit saksi Ayu 
dibagian perut, dan membuka jilbab saksi dari arah depan, setelah itu 
saksi Ayu dipukul lagi dengan menggunkan sepatu. 
4 Bahwa benar pada saat terdakwa memukul dengan menggunakan 
sepatu, mengenai bagian kanan leher saksi Ayu. 
5 Bahwa benar permaslahannya adalah terdakwa menyuruh saksi Ayu 
Ashari untuk melaksanakan sholat dhuhur, akan tetapi saksi Ayu 
menegeluarkan ucapan-ucapan yang tidak pantas dilontarkan kepada 
seorang guru. 
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6 Bahwa benar selain saksi Ayu ada juga anakm murid lain yaitu saksi 
Didi Muliadi, yang terlambat melaksankan sholat dhuhur, dipukul juga 
oleh terdakwa menggunakan gagang sapu. 
7 Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 323/PKM-
LPD, tanggal 02 November 2016 an. Ayu Ashari, yang dibuat dan 
ditanda tangani oleh dokter Nurhidayah Majid dokter pada Puskesmas 
Perawatan Lapadde Kota Pare-pare, yang pada hasil pemeriksaan 
ditemukan : 
Rasa nyeri dan sakit dibagian kepala dan alis sebelah kanan ; 
Kesimpulan : 
Keadaan tersebut di atas diduga akibat kekerasan benda tumpul 
8 Bahwa benar sesai dengan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 
AL.2010.4867.DS tertanggal 27 Juli tahun 2010 atas nama Ayu Ashari 
Yusuf lahir di Mareto pada tanggal 11 Januari 2010, yang bukti surat 
tersebut terlampir dalam berkas saksi Ayu masih belum dewasa. 
Bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwa Alternatif 
yaitu kesatu melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C undang-undang RI Nomor 
35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 
1.  Setiap Orang, 
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, 
atau turut serta melakukan kekerasan. 
3. Terhadap anak 
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       1. Unsur “Setiap Orang”; 
 Bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Setiap orang” dalam Pasal 1 
butir 17 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas 
Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah 
orang perseorangan atau korporasi  yang merupakan subyek hukum atau subyek 
tindak pidana yang mempunyai kemanmpuan bertanggung jawab atas segala 
perbuatannya secara pidana. 
Bahwa di Persidangan Terdakwa Darmawati, M.SI Alias Darma binti Jufri 
telah mengakui bahwa benar sebagaimana identitas Terdakwa yang secara jasmani 
dan rohani dalam keadaan sehat, namun apakah terdakwa dalam hal ini secara 
hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus 
dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka 
Majelis Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan unsur perbuatan dari tindak 
pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, yang mana unsurnya adalah 
sebagai berikut dibawah ini. 
2. Unsur Dilarang menempatkan  membiarkan  melakukan, menyuruh 
melakukan  atau turut serta melakukan kekerasan 
Unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur 
perbuatan dari unsur ini maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi. 
Bahwa yang dimaksud kekerasan dalam unsur Pasal ini harus dilakukan 
atau ditujukan pada orang, bukan kepada barang, oleh karena itu kekerasan yang 
dilakukan adalah “Penganiayaan”, yang mana yang dimaksud dengan 
“Penganiayaan” menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan 
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“Penganiayaan” (mishandeling) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak 
(penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka pada orang lain, dimana semua ini harus 
dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati 
batas. 
Bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah adanya 
kerjasama yang disadari antara pelaku dan mereka bersama-sama melaksankan 
kehendak tersebut, serta para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak 
pidana tersebut. 
Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah terbukti bahwa benar 
terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi Ayu Ashari pada hari rabu 02 
November 2016 bertempat di Jalan Pendidikan (Kompleks SMA Negeri 03 Pare-
pare), dengan cara terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Ayu adalah 
terdakwa memukul saksi Ayu menggunakan tangan kanan mengenai kepala saksi 
Ayu dibagian belakang, selain dipukul terdakwa juga mencubit saksi Ayu 
dibagian perut, dan membuka jilbab saksi dari arah depan, setelah itu saksi Ayu 
dipukul lagi dengan menggunakan sepatu. 
Benar permasalahannya antara terdakwa dengan saksi Ayu sehingga 
terdakwa melakukan hal tersebut adalah terdakwa menyuruh saksi Ayu untuk 
melaksankan sholat dhuhur, akan tetapi saksi Ayu mengeluarkan ucapan-ucapan 
yang tidak pantas dilontarkan kepada seorang guru, yang mana atas perbuatan 
tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 323/PKM-LPD, tanggal 02 
November 2016 an. Ayu Ashari, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter 
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Nurhidayah Majid dokter pada Puskesmas Perawatan Lapadde Kota Pare-pare, 
yang pada hasil pemeriksaan ditemukan : 
      Rasa nyeri dan sakit dibagian kepala dan alis sebelah kanan ; 
Kesimpulan : 
Keadaan tersebut di atas diduga akibat kekerasan benda tumpul 
Bahwa benar selain saksi Ayu ada juga anak murid lain yaitu saksi Didi 
Mulyadi, yang terlambat melaksanakan sholst dhuhur, dipukul juga oleh terdakwa 
dengan menggunakan gagang sapu.  
Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, apabila pertimbangan 
tersebut dihubungkan dengan pengertian dari kekerasan sebagaimana yang telah 
diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “melakukan 
kekerasan” telah terpenuhi. 
          3. Unsur “Terhadap Anak. 
Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian “Anak” berdasarkan Pasal 
1 butir 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas 
Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah 
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan. 
Berdasarkan keterangan saksi korban Ayu Ashari di persidangan serta 
bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor AL..2010.4867.DS 
tertanggal 27 Juli tahun 2010 sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara 
Pemeriksaan Penyidik yang menerangkan bahwa saksi korban atas nama Ayu 
Ashari Yusuf lahir di Mareto pada tanggal 11 Januari 2010, telah terbukti bahwa 
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benar saksi korban Ayu Ashari pada saat kejadian, adalah masih berumur 16 tahun 
atau dalam hal ini belum berusia 18 (delapan belas) tahun. 
Berdasarkan pertimbangn tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur 
ketiga “Terhadap Anak” telah terpenuhi. 
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena semua unsur 
perbuatan materil dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut 
Umum yaitu Pasal 80 Ayat (1) jo pasal 76 C Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 
2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 
terdakwa secara hukum adalah sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana 
sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang harus dipertanggungjawabkan 
kepadanya, maka unsur Kesatu : setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis 
Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu 
Penuntut Umum yaitu Pasal 80 Ayat (1) jo pasal 76 C Undang-undang RI Nomor 
35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan 
meyakinkan, sehingga dengan demikian terdakwa dinyatakan terbuktiu 
melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Anak”. 
Selama peroses persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan 
hukum yang dapat membebaskan terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik 
alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi 
pidana. 
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Tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si 
pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk 
menyadarakan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak 
dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum 
yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana di harapkan 
akan di kemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan 
tindak pidana. 
Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri 
terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu  hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan terhadap diri terdakwa : 
a. Hal-hal yang memberatkan : 
           Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan luka pada saksi Ayu. 
b. Hal-hal yang meringankan : 
          Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya 
          Terdakwa belum pernah dihukum 
           Terdakwa dengan korban Saksi Ayu dan keluarga saksi Ayu telah berdamai 
dipersidangan. 
Bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya 
tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka 
berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar 
biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini. 
 
 
70 
 
 
 
C. Analisis 
Disini penulis menganalisis bahwa putusan hakim  menetepkan hukuman 
terhadap terdakwa dengan hukum an  pidana penjara 3 (Tiga) bulan dan 
diwajibkan  bayar uang perkara sebesar Rp.2000,-dua ribu rupiah) . bahwa 
terdakwa benar melakukan tindak kekerasan terhadap korban dengan 
berbagai alat bukti sepatu  sebagian warna putih bintik hitam dan  sarung 
berwarna kuning sebagai alat terdakwa melakukan kekerasan. 
Penulis juga melihat analisis penulis hakim dalam pemeriksaan perkara 
pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan 
fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa 
yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum. Berdasarkan posisi 
kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 
dakwaan dalam kasus tersebut menggunakan dakwaan berupa dakwaan 
Subsidairitas, maka menjadi kewenangan dan keleluasaan Majelis Hakim 
memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai untuk diterapkan dengan 
perbuatan terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap 
dipersidangan berupa alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, 
termasuk didalamnya keterangan saksi saling berkesesuaian ditambah 
keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang 
dilakukannya. 
 
 
 
71 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis 
menyimpulkan beberapa hal yaitu:  
1. Penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana kekerassan terhadap 
anak dalam perkara putusan nomor: 92/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Pre telah 
sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 81 Ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Serta 
selama pemeriksaan di persidangan tidak di temukan alasan-alasan 
penghapusan pertanggung jawaban pidana baik alasan pembenar maupun 
alasan pemaaf, sehingga terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab 
dan harus mendapatkan sanksi yang setimpal atas perbuatannya.  
2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak 
pidana kekerasan terhadap anak dalam perkara putusan nomor: 
92/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Pre lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap 
terdakwa, terlihat dalam pemberian hukuman yang paling ringan 
berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP seharusnya mendapat 
hukuman yang sesuai yang diatur 66 dalam pasal tersebut tetapi karena 
berbagai pertimbangan hakim untuk memberikan kesempatan terhadap 
terdakwa.  
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B. Saran 
1. Agar pengaturan hukum sesuai dengan harapan  pasal 81 ayat (1) undang-
undang 35 tahun 2014 sekiranya dan kekersan terhadap anak tidak terjadi 
lagi di harapkn kepada semua kepada elemen terkait untuk memberikan 
sangsi yang tegas dan memberikan perlindungan hukum bagi peserta didik  
2. Agar penerapan hukum sesuai dengan di harapkan kepada pengadilan 
penegak hokum terkait dalam hal ini pengadilan negeri pare-pare 
memperhatikan kaida hokum yang mengatur dan memberikan sangsi yang 
tegas. Bagi para pelaku kekerasan anak. 
3.  
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